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Program Pascasarjana Universitas Jayabaya 

Abstrak 

Sektor perpajakan memiliki peran penting dalam mengurangi defisit anggaran. Dalam 

proses penagihan pajak, hak wajib pajak memainkan peran penting dalam melindungi 

kepentingan pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menerapkan metode penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Data penelitian dikumpulkan melalui 

studi kepustakaan yang mencakup analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis dengan metode analisis normatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 memberikan berbagai perlindungan kepada wajib pajak dalam menjalankan 

kewajiban perpajakannya. Hak-hak tersebut mencakup kepastian hukum, pelayanan 

yang baik, kerahasiaan informasi, hak mengajukan keberatan dan banding, serta hak 

atas perlindungan hukum. Meski Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 memberikan 

dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak wajib pajak, adanya beberapa kelemahan 

dalam pasal-pasal tersebut dapat mengurangi efektivitas perlindungan yang 

diharapkan.  

Kata Kunci: transparansi, keadilan, penagihan pajak  

Abstract 

The taxation sector has an important role in reducing the budget deficit. In the tax collection 

process, taxpayer rights play an important role in protecting the interests of the government and 

society. This research applies a normative legal research method with a doctrinal approach. The 

research data is collected through a literature study that includes analysis of primary, secondary, 

and tertiary legal materials. In normative legal research, data is analyzed using the normative 

analysis method. Based on the results of the research, it can be concluded that Law Number 28 

Year 2007 provides various protections to taxpayers in carrying out their tax obligations. These 

rights include legal certainty, good service, confidentiality of information, the right to file 

objections and appeals, and the right to legal protection. Although Law No. 28 of 2007 provides 

a strong legal basis for protecting taxpayer rights, the existence of several weaknesses in these 

articles can reduce the effectiveness of the expected protection.  

Keywords: transparency, equity, tax collection 

PENDAHULUAN 

Tujuan Negara Indonesia yang tercan-

tum dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD NRI 1945) meliputi perlin-

dungan bagi seluruh rakyat Indonesia 

dan tanah airnya, peningkatan kesejahte-

raan umusm, peningkatan kecerdasan 

bangsa, serta partisipasi dalam menjaga 
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ketertiban dunia. Untuk merealisasikan 

tujuan-tujuan ini, diperlukan dana yang 

signifikan yang diperoleh dari pembia-

yaan negara (Sudaryo, Sjarif & Sofiati 

2021), termasuk sumber daya alam dan 

pajak dari sumber daya manusia 

(Adiyanta 2020). 

Sektor perpajakan memiliki peran pen-

ting dalam mengurangi defisit anggaran, 

baik dari segi volume maupun rasio 

(Agasie & Zubaedah 2022). Pajak juga 

menjadi sumber utama bagi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Sitepu 

2016). Untuk mencapai target peneri-

maan pajak, Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) memiliki wewenang untuk me-

nagih pajak dari wajib pajak yang belum 

melunasi kewajibannya. Namun, selama 

proses penagihan pajak, penting untuk 

melindungi hak-hak wajib pajak agar 

tidak terjadi pelanggaran terhadap hak 

asasi manusia. 

Hak wajib pajak adalah hak yang dimili-

ki oleh pemerintah untuk menagih pajak 

yang wajib dibayarkan oleh setiap indi-

vidu atau entitas yang terdaftar sebagai 

wajib pajak (Nugroho 2018; Suryadi & 

Subardjo 2019; Mamora 2023). Pemerin-

tah menggunakan hak ini dalam proses 

penagihan pajak untuk memastikan bah-

wa setiap wajib pajak memenuhi kewa-

jiban pembayaran pajaknya sesuai de-

ngan peraturan yang berlaku. 

Dalam proses penagihan pajak, hak wa-

jib pajak memainkan peran penting da-

lam melindungi kepentingan pemerin-

tah dan masyarakat (Lubis 2010; Farouq 

2018; Pohan 2021). Hak ini membantu 

pemerintah menegakkan kepatuhan wa-

jib pajak terhadap peraturan perpajakan 

serta memungkinkan pencatatan dan pe-

mungutan pajak dilakukan secara efisien 

dan efektif. 

Pemungutan pajak dari rakyat harus di-

dasarkan pada undang-undang, seperti 

yang diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 

1945, yang menyatakan bahwa “pajak 

dan pungutan lain yang bersifat memak-

sa untuk keperluan negara diatur de-

ngan undang-undang.” Pasal ini mene-

gaskan prinsip legalitas yang berasal dari 

Pasal 23 ayat (2) UUD NRI 1945. Pe-

rubahan penting dalam aturan ini men-

cakup bukan hanya sumber hukum pa-

jak, tetapi juga bahwa pungutan yang 

bersifat memaksa harus diatur oleh 

undang-undang (Ayza 2016; Kumaratih 

& Ispriyarso 2020; Pracasya 2021). Peru-

bahan ini mencerminkan kemajuan po-

sitif untuk memastikan bahwa negara, 

melalui pejabat pajak, tidak dapat secara 

sewenang-wenang membebankan pu-

ngutan kepada warga negara tanpa 

dasar hukum yang jelas, sesuai dengan 

prinsip negara hukum (Saidi 2018). 

Dengan hak wajib pajak, pemerintah me-

miliki dasar hukum untuk menegakkan 

kepatuhan wajib pajak terhadap pera-

turan perpajakan. Hak ini memberikan 

wewenang kepada pemerintah untuk 

melakukan penagihan pajak dan mem-

berikan sanksi kepada wajib pajak yang 

tidak mematuhi peraturan perpajakan. 

Salah satu teori yang mendukung pen-

tingnya hak wajib pajak dalam pena-

gihan pajak adalah teori perlindungan 

hukum. Teori ini menyatakan bahwa hak 

wajib pajak merupakan bentuk perlin-

dungan hukum bagi pemerintah dan ma-

syarakat untuk mencegah potensi pe-

langgaran perpajakan yang bisa merugi-

kan negara dan masyarakat (Soemarso 

2007; Sa’adah 2009; Rochaeti 2012; 

Advianto 2018). 

Dalam hal pemungutan pajak, sistem pe-

mungutan pajak terdiri dari tiga bagian 

utama, yaitu sistem self-assessment, official 
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assessment, dan withholding (Sinaga 2018; 

Pratiwi & Martani 2021; Dani, Djamali & 

Lalo 2022; Anjelika 2022; Aulia & 

Machdar 2023). Sistem self-assessment 

memberi wajib pajak tanggung jawab 

untuk menilai, menghitung, membayar, 

dan melaporkan jumlah pajak yang 

mereka harus bayar sesuai aturan per-

pajakan. Dengan ini, wajib pajak memi-

liki otonomi dalam menilai kewajiban 

pajak mereka. Di samping itu, sistem 

official assessment memberi pemerintah 

wewenang menetapkan jumlah pajak 

yang harus dibayar wajib pajak. Sedang-

kan sistem withholding mengizinkan pi-

hak ketiga memotong atau mengumpul-

kan sebagian pajak yang harus dibayar-

kan wajib pajak sebelum diterimanya 

pembayaran, terutama terkait dengan 

dividen atau bunga (Faisal & Aziz 2010; 

Meutia & Rizal 2020; Ritonga, Rizkia & 

Fardiansyah 2023). 

Indonesia mengadopsi asas self assess-

ment dalam pemungutan pajak (Sari, 

Waluyo & Hermawan 2022), yang meru-

pakan sistem di mana Wajib Pajak 

memiliki wewenang, kepercayaan, dan 

tanggung jawab untuk menghitung, 

membayar, dan melaporkan sendiri jum-

lah pajak yang harus mereka bayar. Asas 

ini memberikan kepercayaan sepenuh-

nya kepada Wajib Pajak untuk menja-

lankan hak dan kewajiban perpaja-

kannya (Zatika 2023). 

Dalam kerangka sistem self-assessment, 

individu atau perusahaan yang meme-

nuhi syarat sebagai wajib pajak bertang-

gung jawab untuk mendaftar, melapor-

kan, dan membayar kewajiban pajak me-

reka secara mandiri tanpa menunggu 

pemberitahuan pajak dari fiskus (Lutfi 

2019). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 ta-

hun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata 

Cara Perpajakan (UU KUP). Kesadaran, 

kedisiplinan, dan kejujuran wajib pajak 

menjadi kunci dalam penerapan sistem 

self assessment ini (Aulia & Machdar 

2023). Meskipun demikian, UU KUP 

yang sejatinya dirancang untuk melindu-

ngi hak-hak wajib pajak, masih memiliki 

beberapa kelemahan dalam beberapa pa-

sal yang dapat mempengaruhi perlin-

dungan hak wajib pajak dalam proses 

penagihan pajak. 

Dari berbagai uraian di atas, perlindu-

ngan hukum bagi wajib pajak dalam 

proses penagihan pajak merupakan 

aspek penting yang harus diperhatikan 

dalam sistem perpajakan. Melalui perlin-

dungan hukum yang memadai, diharap-

kan dapat tercipta kepastian hukum, 

keadilan, dan kepercayaan wajib pajak 

terhadap sistem perpajakan. Pemerintah 

dan otoritas pajak perlu terus berupaya 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

dan penegakan hukum dalam perpaja-

kan guna mencapai tujuan pembangu-

nan nasional yang berkelanjutan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menerapkan metode pene-

litian hukum normatif dengan pendeka-

tan doktrinal (Marune 2023). Pendekatan 

ini memusatkan pada analisis terhadap 

peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan permasalahan hukum 

yang menjadi fokus penelitian.  

Data penelitian dikumpulkan melalui 

studi kepustakaan yang mencakup ana-

lisis bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier. Dalam konteks pendekatan hu-

kum normatif, penelitian dilakukan de-

ngan menyelidiki bahan pustaka atau 

data sekunder seperti peraturan per-

undang-undangan, literatur, dan doktrin 

hukum (Syahrum 2022). Penelitian ini 
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bertujuan untuk mengidentifikasi aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, dan 

doktrin hukum yang relevan dengan isu 

hukum yang sedang diteliti. 

Dalam penelitian hukum normatif, data 

dianalisis dengan metode analisis nor-

matif yang melibatkan interpretasi dan 

diskusi terhadap bahan penelitian (Syah-

rum 2022). Pendekatan ini mempertim-

bangkan konsep hukum, norma hukum, 

teori-teori hukum, dan doktrin yang 

relevan dengan permasalahan yang se-

dang dipelajari. Metode ini menggu-

nakan logika deduktif di mana data 

disajikan bersamaan dengan analisisnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penagihan pajak adalah elemen krusial 

dalam pengelolaan keuangan negara. 

Pajak yang dikumpulkan dari wajib 

pajak digunakan untuk mendanai pro-

gram-program dan layanan publik yang 

memberikan manfaat bagi masyarakat.  

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU KUP 

menyatakan bahwa “Direktur Jenderal 

Pajak berwenang melakukan pemerik-

saan untuk menguji kepatuhan pemenu-

han kewajiban perpajakan Wajib Pajak 

dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan per-

undang-undangan perpajakan”. 

Di Indonesia, pajak dikelola dalam dua 

kategori utama, yakni oleh pemerintah 

pusat (seperti Pajak Penghasilan, Per-

tambahan Nilai, Penjualan Barang Me-

wah, dan Bumi dan Bangunan untuk 

Pertanian, Hutan, dan Tambang) serta 

oleh pemerintah daerah (dibagi antara 

Kepala Daerah Tingkat I dan Tingkat II). 

Namun, penentuan pajak oleh pejabat 

pajak sering kali tak disetujui oleh wajib 

pajak karena perbedaan pemahaman 

aturan perpajakan, menimbulkan perbe-

daan pandangan antara wajib pajak dan 

fiskus (Aulia & Machdar 2023). 

Pemeriksaan pajak seringkali menghasi-

lkan koreksi yang mengakibatkan peru-

bahan jumlah pajak yang harus dibayar 

oleh wajib pajak. Koreksi ini dapat me-

nyebabkan kekurangan pembayaran pa-

jak, dan juga dikenakan sanksi sesuai de-

ngan ketentuan peraturan pajak yang 

berlaku (Fidel 2014). 

Proses penagihan pajak menurut UU 

KUP diatur melalui beberapa tahapan 

yang jelas, dimulai dari pemberitahuan 

melalui Surat Teguran hingga tindakan 

penagihan aktif seperti penyitaan dan 

pelelangan aset. Setiap tahapan ini diran-

cang untuk memberikan kesempatan 

kepada wajib pajak untuk melunasi 

utang pajaknya secara sukarela sebelum 

tindakan penegakan hukum yang lebih 

berat dilakukan. Meskipun demikian, 

perlindungan hak wajib pajak tetap 

harus dijaga melalui penerapan pro-

sedur yang transparan dan adil, serta 

dengan memberikan kesempatan bagi 

wajib pajak untuk menyelesaikan seng-

keta yang mungkin timbul dalam proses 

penagihan. Berikut adalah tahapan-ta-

hapan dalam proses penagihan pajak 

menurut UU KUP: 

Pertama, Penerbitan Surat Teguran yang 

diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU KUP. 

Proses penerbitan Surat Teguran adalah 

Jika wajib pajak tidak membayar pajak 

yang terutang tepat waktu, otoritas pajak 

akan mengirimkan Surat Teguran atau 

Surat Peringatan. Surat ini merupakan 

langkah awal untuk mengingatkan wajib 

pajak tentang kewajiban pembayaran 

pajak yang belum dipenuhi. 

Kedua, Penerbitan Surat Paksa yang 

diatur dalam Pasal 20 UU KUP. Proses 

penerbitan Surat Paksa dilakukan jika 
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dalam jangka waktu 21 hari setelah Surat 

Teguran atau Surat Peringatan diterima 

wajib pajak tidak melunasi utang 

pajaknya, otoritas pajak dapat menerbit-

kan Surat Paksa. Surat Paksa ini me-

rupakan perintah untuk membayar 

utang pajak beserta biaya penagihan. 

Ketiga, Penerbitan Surat Perintah Melak-

sanakan Penyitaan (SPMP) yang diatur 

dalam Pasal 21 UU KUP dengan keten-

tuan jika dalam waktu 2 x 24 jam setelah 

Surat Paksa disampaikan wajib pajak 

tidak melunasi utang pajaknya, otoritas 

pajak dapat menerbitkan Surat Perintah 

Melaksanakan Penyitaan. Melalui SPMP, 

pejabat pajak dapat melakukan penyi-

taan aset wajib pajak sebagai upaya 

untuk melunasi utang pajak. 

Keempat, Penyitaan Aset yang diatur da-

lam Pasal 22 UU KUP. Pejabat pajak yang 

ditunjuk akan melakukan penyitaan ter-

hadap barang milik wajib pajak sebagai 

jaminan atas utang pajak yang belum 

dilunasi. Penyitaan ini harus dilakukan 

secara hati-hati dan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku untuk 

memastikan tidak terjadi penyalah-

gunaan wewenang. 

Kelima, Pelelangan Barang yang Disita 

yang diatur dalam Pasal 27 UU KUP. 

Dengan ketentuan jika setelah penyitaan 

wajib pajak masih tidak melunasi utang 

pajaknya, otoritas pajak dapat melaku-

kan pelelangan atas barang-barang yang 

disita. Pelelangan ini bertujuan untuk 

mendapatkan dana guna melunasi utang 

pajak yang terutang. 

Keenam. Pencegahan dan Penyanderaan 

(Gijzeling) yang diatur dalam Pasal 33 

UU KUP. Gijzeling dilakukan dalam 

keadaan tertentu, apabila wajib pajak 

masih belum melunasi utang pajaknya 

meskipun telah dilakukan penyitaan dan 

pelelangan, otoritas pajak dapat melaku-

kan tindakan pencegahan atau penyan-

deraan. Tindakan ini bertujuan untuk 

mencegah wajib pajak meninggalkan 

wilayah Indonesia dan sebagai upaya 

terakhir untuk memastikan pelunasan 

utang pajak. 

Ketujuh, Penagihan Pajak melalui Pihak 

Ketiga dalam Pasal 23 UU KUP yang 

juga mengatur bahwa penagihan pajak 

dapat dilakukan melalui pihak ketiga 

yang memegang atau menguasai harta 

milik wajib pajak. Ini dapat dilakukan 

jika wajib pajak memiliki utang pajak 

yang belum dilunasi dan pihak ketiga 

tersebut memiliki kewajiban untuk 

menyerahkan harta tersebut kepada 

otoritas pajak. 

Kedelapan, Pemblokiran Rekening. Mes-

kipun UU KUP tidak mengatur secara 

spesifik, tetapi pemblokiran rekening 

merupakan bagian dari tindakan penagi-

han aktif. Dimana otoritas pajak dapat 

meminta pihak perbankan untuk mem-

blokir rekening wajib pajak yang me-

miliki utang pajak sebagai upaya untuk 

memastikan bahwa dana yang ada di 

rekening tersebut digunakan untuk 

melunasi utang pajak. 

Selain beberapa proses penagihan pajak 

di atas, upaya perlindungan hukum 

yang memadai terhadap wajib pajak 

akan merasa lebih tenang dan nyaman 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

mereka. Otoritas pajak dan lembaga pe-

ngawas harus terus bekerja sama untuk 

memastikan bahwa setiap tahapan pena-

gihan pajak dilakukan dengan adil, 

transparan, dan menghormati hak-hak 

wajib pajak. 

Lembaga pengawas, seperti Ombuds-

man, memiliki peran penting dalam 

memastikan perlindungan hak wajib 
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pajak. Ombudsman dapat menerima dan 

menindaklanjuti pengaduan dari wajib 

pajak yang merasa haknya dilanggar 

dalam proses penagihan pajak. Selain 

itu, lembaga ini juga dapat memberikan 

rekomendasi kepada otoritas pajak un-

tuk memperbaiki prosedur dan kebija-

kan yang dianggap merugikan wajib pa-

jak. 

Dalam UU KUP mengatur berbagai hak 

dan kewajiban wajib pajak dalam sistem 

perpajakan di Indonesia. Dalam proses 

penagihan pajak, terdapat perlindungan 

hak bagi wajib pajak yang diatur dalam 

UU KUP antara lain:  

1. Hak atas Kepastian Hukum.  

Wajib pajak berhak untuk mengetahui 

dengan pasti ketentuan-ketentuan per-

pajakan yang berlaku. Pasal 5 UU KUP 

menyatakan bahwa setiap orang berhak 

untuk mendapatkan penjelasan menge-

nai ketentuan perpajakan dari Direktorat 

Jenderal Pajak. 

2. Hak atas Pelayanan yang Baik.  

Menurut Pasal 34 UU KUP, wajib pajak 

berhak atas pelayanan yang baik dan 

perlakuan yang sama dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Hal ini men-

cakup pelayanan yang cepat, efisien, dan 

tidak diskriminatif. 

3. Hak atas Kerahasiaan.  

Pasal 34A UU KUP menyebutkan bahwa 

pejabat pajak wajib merahasiakan segala 

informasi yang diberikan oleh wajib pa-

jak, kecuali untuk keperluan penyidikan 

atau persidangan dalam perkara pidana. 

Informasi ini tidak boleh disebarluaskan 

tanpa izin wajib pajak yang bersang-

kutan. 

4. Hak Mengajukan Keberatan.  

Wajib pajak memiliki hak untuk menga-

jukan keberatan terhadap surat keteta-

pan pajak. Pasal 25 UU KUP menjelaskan 

bahwa keberatan harus diajukan secara 

tertulis dalam jangka waktu 3 bulan sejak 

tanggal surat ketetapan pajak diterima. 

5. Hak Mengajukan Banding.  

Jika keberatan wajib pajak ditolak atau 

tidak diputuskan dalam jangka waktu 

yang telah ditentukan, wajib pajak ber-

hak mengajukan banding ke Pengadilan 

Pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 27 UU 

KUP.  

6. Hak atas Penundaan Pembayaran 

Pajak.  

Wajib pajak berhak mengajukan permo-

honan penundaan atau pengangsuran 

pembayaran pajak kepada Direktorat 

Jenderal Pajak. Hal ini dapat dilakukan 

jika wajib pajak mengalami kesulitan 

likuiditas atau kondisi tertentu yang 

mempengaruhi kemampuan membayar 

pajak. 

7. Hak atas Pengembalian Kelebihan 

Pembayaran Pajak. 

Pasal 17B UU KUP mengatur bahwa 

wajib pajak berhak untuk mengajukan 

permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak. Direktorat Jenderal 

Pajak harus mengembalikan kelebihan 

tersebut dalam waktu paling lama 12 

bulan sejak permohonan diterima.  

8. Hak atas Pembetulan Surat Keteta-

pan Pajak.  

Wajib pajak berhak mengajukan permo-

honan pembetulan surat ketetapan pajak 

jika terdapat kesalahan dalam penghitu-

ngan atau penetapan pajak. Pasal 16 UU 

KUP memberikan hak kepada wajib pa-

jak untuk meminta pembetulan tersebut.  
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9. Hak atas Restitusi Pajak.  

Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran 

pajak, wajib pajak berhak menerima res-

titusi pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 

17B UU KUP, yang menyebutkan bahwa 

pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak harus dilakukan paling lama da-

lam waktu 12 bulan sejak permohonan 

diterima.  

10. Hak atas Perlindungan Hukum.  

Wajib pajak berhak untuk mendapatkan 

perlindungan hukum jika merasa diru-

gikan oleh tindakan otoritas pajak. Pasal 

36 UU KUP menyebutkan bahwa wajib 

pajak dapat mengajukan permohonan 

pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi, pembetulan kesalahan tulis 

atau hitung, atau pembatalan surat kete-

tapan pajak yang tidak benar. 

UU KUP memberikan berbagai perlindu-

ngan kepada wajib pajak dalam menja-

lankan kewajiban perpajakannya. Hak-

hak tersebut mencakup kepastian hu-

kum, pelayanan yang baik, kerahasiaan 

informasi, hak mengajukan keberatan 

dan banding, serta hak atas perlin-

dungan hukum. Dengan memahami dan 

menggunakan hak-hak ini, wajib pajak 

dapat memastikan bahwa mereka di-

perlakukan secara adil dan sesuai de-

ngan ketentuan yang berlaku. Perlindu-

ngan ini juga berfungsi untuk mening-

katkan kepercayaan wajib pajak ter-

hadap sistem perpajakan dan mening-

katkan kepatuhan pajask secara kese-

luruhan. 

Meskipun UU KUP dirancang untuk me-

lindungi hak-hak wajib pajak, terdapat 

beberapa kelemahan dalam pasal-pasal 

tertentu yang bisa berdampak pada 

perlindungan hak wajib pajak dalam 

proses penagihan pajak. Berikut adalah 

penjelasan mengenai beberapa kelema-

han tersebut: 

Pertama, Pada Pasal 25 UU KUP (Hak 

Mengajukan Keberatan). Terdapat kele-

mahan yang mengatur bahwa wajib 

pajak dapat mengajukan keberatan atas 

surat ketetapan pajak dalam waktu tiga 

bulan setelah surat diterima. Namun, 

tidak diatur secara rinci mengenai me-

kanisme penyampaian dan penyelesaian 

keberatan, serta tidak ada batas waktu 

yang tegas bagi otoritas pajak untuk 

memberikan keputusan atas keberatan 

tersebut. Dampaknya pada proses pe-

nyelesaian keberatan yang berlarut-larut 

dan tanpa batas waktu yang jelas dapat 

merugikan wajib pajak, karena mereka 

tetap harus membayar pajak yang di-

perselisihkan sambil menunggu keputu-

san keberatan. 

Kedua, Pasal 27 UU KUP (Hak Menga-

jukan Banding). Pasal ini memberikan 

hak kepada wajib pajak untuk mengaju-

kan banding ke Pengadilan Pajak jika ke-

beratan ditolak atau tidak diputuskan 

dalam jangka waktu yang telah diten-

tukan. Namun, proses banding di Penga-

dilan Pajak sering kali memakan waktu 

yang lama dan biaya yang tinggi. Dam-

paknya adalah lamanya proses banding 

dan biaya yang tinggi dapat mengha-

langi wajib pajak dalam mencari keadi-

lan, terutama bagi wajib pajak kecil yang 

memiliki sumber daya terbatas. 

Ketiga, Pasal 34 UU KUP (Pelayanan 

yang Baik dan Perlakuan yang Sama). 

Pasal ini mengatur bahwa wajib pajak 

berhak atas pelayanan yang baik dan 

perlakuan yang sama. Namun, tidak ada 

mekanisme pengawasan yang efektif un-

tuk memastikan bahwa otoritas pajak 
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mematuhi ketentuan ini. Dampaknya 

adalah tanpa mekanisme pengawasan 

yang efektif, wajib pajak bisa mengalami 

perlakuan yang tidak adil atau diskri-

minatif dalam praktiknya. 

Keempat, Pasal 34A UU KUP (Keraha-

siaan Informasi). Pasal ini mengharus-

kan pejabat pajak menjaga kerahasiaan 

informasi wajib pajak. Namun, dalam 

praktiknya, terdapat kasus-kasus kebo-

coran data yang menunjukkan bahwa 

perlindungan kerahasiaan data belum 

optimal. Dampaknya adalah pelangga-

ran kerahasiaan informasi dapat merugi-

kan wajib pajak dan menurunkan keper-

cayaan mereka terhadap otoritas pajak.  

Kelima, Pasal 16 UU KUP (Pembetulan 

Surat Ketetapan Pajak). Pada Pasal ini 

mengatur bahwa wajib pajak dapat 

mengajukan permohonan pembetulan 

jika terdapat kesalahan dalam surat ke-

tetapan pajak. Namun, tidak ada keten-

tuan yang jelas mengenai jangka waktu 

penyelesaian permohonan pembetulan. 

Dampaknya adalah ketidakjelasan jang-

ka waktu penyelesaian pembetulan da-

pat menyebabkan ketidakpastian bagi 

wajib pajak dan memperpanjang proses 

penyelesaian administrasi pajak. 

Keenam, Pasal 17B UU KUP (Pengem-

balian Kelebihan Pembayaran Pajak). 

Pasal ini mengatur bahwa pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak harus di-

lakukan paling lama 12 bulan sejak 

permohonan diterima. Namun, dalam 

praktiknya, pengembalian sering kali 

tertunda karena proses administrasi 

yang berbelit-belit. Dampaknya adalah 

keterlambatan dalam pengembalian ke-

lebihan pembayaran pajak dapat meru-

gikan wajib pajak secara finansial dan 

menurunkan kepercayaan mereka terha-

dap sistem perpajakan. 

Ketujuh, Pasal 36 UU KUP (Pengurangan 

atau Penghapusan Sanksi Administratif). 

Dalam Pasal ini mengatur bahwa wajib 

pajak dapat mengajukan permohonan 

pengurangan atau penghapusan sanksi 

administratif. Namun, kriteria untuk pe-

ngabulan permohonan ini tidak diatur 

secara rinci, sehingga keputusan sering 

kali bergantung pada kebijakan subyek-

tif otoritas pajak. Dampaknya adalah ke-

tidakpastian dalam pengabulan permo-

honan pengurangan atau penghapusan 

sanksi administratif dapat menimbulkan 

perasaan tidak adil di kalangan wajib 

pajak 

Perlindungan hukum terhadap wajib 

pajak dalam proses penagihan pajak 

merupakan hal yang sangat penting 

dalam menjaga keseimbangan antara 

kepentingan negara dan wajib pajak. 

Namun, dalam proses penagihan pajak 

ini, seringkali terjadi penyalahgunaan 

kekuasaan oleh pihak yang berwenang 

dalam menagih pajak, sehingga men-

jadikan wajib pajak merasa tidak dilin-

dungi dan dirugikan. Oleh karena itu, 

diperlukan perlindungan hukum yang 

mengatur dan melindungi hak-hak wajib 

pajak dalam proses penagihan pajak. 

Salah satu bentuk perlindungan hukum 

yang diberikan kepada wajib pajak da-

lam proses penagihan pajak adalah hak 

wajib pajak untuk memperoleh infor-

masi yang jelas dan transparan mengenai 

jumlah pajak yang harus dibayarkan 

serta alasan-alasan yang mendasarinya. 

Hal ini penting agar wajib pajak tidak 
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dikenakan pajak yang tidak sesuai de-

ngan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Selain itu, wajib pajak juga 

memiliki hak untuk mengajukan kebera-

tan atas permintaan penagihan pajak 

yang diajukan oleh pihak berwenang. 

Hak ini memberikan kesempatan bagi 

wajib pajak untuk menjelaskan alasan 

mengapa mereka tidak mampu mem-

bayar pajak yang diminta atau jika 

terdapat kesalahan dalam penagihan 

pajak yang dilakukan. 

Perlindungan hukum wajib pajak dalam 

proses penagihan pajak juga melindungi 

wajib pajak dari tindakan intimidasi dan 

tekanan yang dilakukan oleh pihak 

berwenang dalam penagihan pajak. 

Wajib pajak memiliki hak untuk dilayani 

dengan sopan dan tidak boleh diper-

lakukan secara diskriminatif hanya ka-

rena mereka memiliki kewajiban pajak 

yang belum terpenuhi. 

Dalam hal terjadi sengketa antara wajib 

pajak dan pihak berwenang dalam pro-

ses penagihan pajak, wajib pajak juga 

memiliki hak untuk mengajukan guga-

tan ke pengadilan pajak guna menyele-

saikan sengketa tersebut. Dengan ada-

nya perlindungan hukum ini, diharap-

kan wajib pajak dapat melindungi hak-

hak mereka secara adil dan sesuai de-

ngan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Dengan demikian, perlindungan hukum 

yang diberikan kepada wajib pajak da-

lam proses penagihan pajak merupakan 

hal yang sangat penting untuk menjaga 

keadilan dan keseimbangan antara ke-

pentingan negara dan wajib pajak. Peme-

rintah perlu memastikan bahwa seluruh 

proses penagihan pajak dilakukan secara 

transparan, adil, dan sesuai dengan hu-

kum guna menjaga kepercayaan wajib 

pajak terhadap sistem perpajakan yang 

berlaku. 

KESIMPULAN 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

memberikan berbagai perlindungan ke-

pada wajib pajak dalam menjalankan 

kewajiban perpajakannya. Hak-hak ter-

sebut mencakup kepastian hukum, pela-

yanan yang baik, kerahasiaan informasi, 

hak mengajukan keberatan dan banding, 

serta hak atas perlindungan hukum. De-

ngan adanya perlindungan yang mema-

dai, wajib pajak akan merasa lebih 

tenang dan nyaman dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, 

dengan memahami dan menggunakan 

hak-hak ini, wajib pajak dapat memas-

tikan bahwa mereka diperlakukan secara 

adil dan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Perlindungan ini juga berfungsi 

untuk meningkatkan kepercayaan wajib 

pajak terhadap sistem perpajakan dan 

meningkatkan kepatuhan pajak secara 

keseluruhan. Namun, Meskipun Un-

dang-Undang Nomor 28 Tahun 2007  

telah memberikan landasan hukum yang 

kuat untuk perlindungan hak wajib pa-

jak, beberapa kelemahan dalam pasal-

pasal tersebut berdampak atau dapat 

mengurangi efektivitas perlindungan 

yang diharapkan. 
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